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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa hasil evaluasi terhadap peran dan tugas umum Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. sektor di Desa 

Sandhu Kecamatan Sangar Kabupaten Pima Tahun 2019. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa Memiliki 

peran aktiv antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, 

sehingga proses pelaksanaan segala bentuk program kerja pembangunan 

pemerintah Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima bisa 

berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPD Tersbut. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menjalankan peran dan fungsi antara lain, anggota BPD masih banyak 

yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam Bidang Pembangunan 

Desa, antara lain BPD mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain 

dikarenakan rendahnya tunjangan BPD sehingga proses Peranya tidak 

berjalan baik, masih kurang efektif dikarenakan tingkat pendidikan atau 
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sumber daya manusia yang rata-rata masih rendah akibatnya BPD dalam 

menjalankan peranya masing kurang maksimal. 

3. Kurangnya optimal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melakukan sosialisasi hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara 

Musyawarah yang mana pembahasan ini berdasarkan usul saran atau 

aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan Desa Sandue Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima 

5.2 Saran  

Untuk meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam bidang pembangunan desa di Desa Sandue Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima tahun 2019, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa 

dalam memahami peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 

Peneliti memberikan saran agar dalam menentukan anggotan BPD harus 

benar-benar memperhatikan kemampuan calon anggota Badan 

Permusyawaratan Desa. Agar peran dan fungsinya dapat berjalan dengan 

lancar demi memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 

2. Pemerintah Desa juga harus memperhatikan tunjangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan tugasnya 

dapat lebih efektif. 

3. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa 

agar dapat mensosialisasikan dalam proses perencanaan pembangunan 

terhadap masyarakat sehingga masyarakat Desa Sandue Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima sehingga masyarakat dapat mengetahui 
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